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ABSTRAK

Skripsi yang telah tersusun ini merupakan hasil dari penelitian untuk
menjawab beberapa masalah sebagai berikut: Bagaimana pertanggung jawaban
kepala daerah tentang APBD dalam pasal 184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004?
Dan Bagaimanakah tinjauan figh siyasah mengenai keuangan Negara? Data
penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks reading). Untuk
menjawab permasalahan tersebut di atas peneliti menggunakan penelitian
kepustakaan, yang kemudian di analisis dengan teknik deskriptif, yaitu dengan
menggambarkan kenyataan yang ada tentang pertanggungjawaban keuangan
daerah (APBD).

Hasil penelitian bahwa: pertanggungjawaban gubernur tentang keuangan
daerah (APBD) kepada DPRD berupa laporan keuangan dalam bentuk, Laporan
realisasi APBD, neraca, laporan arus khas dan catatan atas laporan, keuangan,
yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah, yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (Enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan menolong nya dari kesusahan hidup serta untuk
kepentingan negara sendiri. Sedangkan lembaga keuangan dalam Islam dikenal
dengan istilah baitul mal, yaitu lembaga yang mempunyai tugas khusus
menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran
negara.

Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa kepala daerah mempunyai
tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan rancangan PERDA kepada DPRD
sebelum tahun anggaran berakhir, hal tersebut berguna untuk mengetahui kinerja
kepala daerah dalam masa jabatannya, juga sebagai pertanggungjawaban kepada
rakyat dan pemerintah pusat dalam mengelola APBD. dalam politik hukum Islam
mengenai  keuangan bahwa Islam menempatkan sumber-sumber keuangan
berdasarkan atas azas keadilan, kasih sayang dan perpaduan antara kepentingan
umum dan kepentingan para pemilik harta.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka dalam hal pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seharusnya mendapat perhatian
dan pengawasan ekstra ketat dari pemerintah daerah maupun pusat agar tidak
terjadi penyimpangan atau penyelewengan dana APBD dan Kalau saja kepala
daerah mau menerapkan prinsip keuangan dalam Islam yaitu untuk kepentingan
umum, mungkin tidak akan pernah ada yang namanya penyelewengan dana,
korupsi dan lain sebagainya.
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DAFAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman
transliterasi yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya
dilambangkan dengan lambang huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin
sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan
sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB

LATIN
Kons | Nama Kons Nama
| Alif A Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
L Sa S Es (dengan titik diatas)
d Jim J Je
C Ha H Ha (dengan titik dibawah)
c Kha Kh | Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik diatas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
e Syin Sy Es dan Ye
e Sad S Es (dengan titik dibawah)
v Dad D De (dengan titik dibawah)
< Ta T Te (dengan titik dibawah)
pH) Za Z Zet (dengan titik dibawah)
¢ Ain ¢ Koma terbalik (diatas)
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¢ Gain G Ge
« Fa F Ef
A3 Qaf Q Ki
& Kaf K Ka
J Lam L El
¢ Mim M Em
&) Nun N "En
3 Wau \' Y We
° Ha H Ha
¢ Hamzah ¢ Apostrof
& Ya Y Ya

. Vokal tunggal atau monofiong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin di lambangkan dengan

huruf sebagai berikut : '

a. Tanda fathah dilambangkan degan huruf : a, misalnya akad

b. Tanda kasrrah dilambangkan degan huruf : i, misalnya jjab

c. Tanda dammah dilambangkan degan huruf : u, misalnya gabu/

. Vokal rangkap atau diffong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin di lambangkan

dengan gabungan huruf sebagai berikut :

a. Vokal rangkap 3! dilambangkan degan gabungan huuf : au, misalnya #sauri,

b. Vokai{ rangkap (§! dilambangkan dengan gabungan huruf : ay, misalnya

sayyid.

. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

translitersinya di lambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan

horisontal) diatasnya, misalnya, jjarah.

. Syaddah atau tasydid yang di lambangkan dengan tanda syaddah atau fasydid,

transiliterasinya dalam tulisan Latin di lambangkan dengan huruf yang sama

dengan yang bertanda syaddah itu , misalnya muajjir,

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,

transliterasinya dalam tulisan Latin di lambangkan dengan huruf yang sesuai

dengan bunyinya dan tulis terpisah dari kata yang mengikuti dan di beri tanda

sempang sebagai penghubung. Misalnya a/-ju’/

. Ta’ marbutah mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun , dalam tulisan
Latin di lambangkan dengan “h”, sedangkan fa’ marbutah yang hidup di

lambangkan dengan huruf “t”, misalnya mu’ammalah.

. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang

terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya ‘ain.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) menganut dua pola pembagian
kekuasaan negara, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horisontal dan
vertikal. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “negara Indonesia
ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD
1945 ini adalah merupakan suatu kenyataan bahwa para pendiri negara ini telah
menentukan pilihan bahwa negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal
17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan,'

Moh. Kusnadi dan Bintan R. Sagarih mengatakan, disebut negara kesatuan
apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan
tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang
menonjol dalam negara, dan tidak ada saingannya dari badan legislatif pusat
dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintahan daerah bersifat
derifatif (tidak langsung) dan sering dalam bentuk otonomi yang luas.

Sementara C.F. strong (Modern Political Constitutions) mengemukakan
bahwa, negara kesatuan adalah suatu negara yang berada dibawah satu

pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat ini mempunyai wewenang sepenuhnya di

! Titik Tri Wulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, Jakarta: Tim Kreatif Cerdas Pustaka, 2008. 283
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dalam wilayah negara tersebut. Meskipun wilayah negara dibagi dalam bagian-
bagian negara, akan tetapi bagian-bagian negara tersebut tidak mempunyai
kekuasaan asli. Artinya yang terdapat dalam bagian-bagian negara di atas
bukanlah sesuatu yang asli. Wewenang yang ada pada bagian-bagian negara yang
disebut daerah otonom itu diperoleh dari pemerintah pusat.”

Pilihan pendiri negara atas bentuk negara kesatuan, membawa
konsekwensi bahwa Indonesia tidak mempunyai daerah di dalam lingkungannya
yang bersifat staat juga, pemerintah (pusat) adalah satu-satunya pemegang
kekuasaan pemerintahan. Prinsip negara kesatuan tersebut jika dikaitkan dengan
pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) maupun perubahan kedua UUD 1945
Bab VI tentang pemerintahan daerah pasal 18 ayat (1), ide negara kesatuan
sesungguhnya bukanlah sentralistik.” Perubahan kedua pasal 18 ayat (1)
menyatakan, “negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provisi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur
dengan undang-undang.”

Dengan rumusan yang tegas tersebut, melalui interpretasi gramatikal
diketahui bahwa pembagian satuan-satuan pemerintahan daerah dalam negara

kesatuan (dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disingkat

2 CF. Strong dalam Sri Sumantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata
Negara, Jakarta: Rajawali. 48

* Titik Tri Wulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, Jakarta: Tim Kreatif Cerdas Pustaka, 2008. 285



NKRI) tersebut tersusun secara bertingkat (hirarki), antara daerah provinsi dan
kabupaten/kota.

Masing-masing satuan pemerintahan daerah tersebut selanjutnya mengatur
dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan (pasal 18 ayat 2) perubahan kedua UUD 1945. Berdasarkan
ketentuan pasal 18 ayat (5) perubahan kedua UUD 1945, NKRI menganut prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.*

Dalam masalah pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada
hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola
oleh pemerintah pusat (pemerintah); urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah kabupaten/kota.’

Secara umum suatu sistem sistem kenegaraan membagi kekuasaan
pemerintahan ke dalam “frihotomy” yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dan biasa disebut trias politica.

Berbicara tentang pembagian kekuasaan selalu dihubungkan dengan
Montesquien. Menurutnya, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga kekuasaan
yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif, dimana ketiga-tiga jenis kekuasaan itu
mesti sama mesti terpisah satu sama lainnya, baikk mengenai tugas (functie)

maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melakukannya. Maka menurut

4 .
Ibid. 286
3 Siswanto Sunamo, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 34



ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi,
antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam
menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu ajaran
Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan, artinya ketiga kekuasaan itu masing-
masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.®
Menyadari tujuan dari pembagian kekuasaan akan sangat membantu
pemahaman tentang arti pentingnya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan
pemerintahan, seperti halnya lembaga pemerintahan itu sendiri pada umumnya,
merupakan alat atau instrumen untuk mencapai nilai-nilai atau tujuan masyarakat.
Selain itu, bentuk pembagian kekuasaan pada dasarnya mencerminkan nilai yang
dianut oleh masyarakat pada kurun waktu tertentu. Setiap kurun waktu yang
berbeda, masyarakat memiliki preferensi nilai yang berbeda pula yang selanjutnya
akan mempengaruhi pilihan bentuk pembagian kekuasaan pemerintahan.
Selanjutnya, nilai-nilai dasar apakah yang melandasi negara demokrasi
modern sehingga ia harus melakukan pembagian kekuasaan di negara tersebut?
Secara umum dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara-
negara modern adalah liberty (kebebasan), equality (persamaan), dan welfare
(kesejahteraan). Untuk meningkatkan kebebasan, kekuasaan pemerintah dapat
dibagi sedemikian rupa guna melindungi individu dan kelompok dari tindakan

pemerintah yang sewenang-wenang dan dari konsentrasi kekuasaan politik dan

® Titik Tri Wulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945, Jakarta: Tim Kreatif Cerdas Pustaka, 2008. 87



ekonomi yang sangat besar. Hal ini merupakan efek konstitusional yang bersifat
mengendalikan kekuasaan. Untuk meningkatkan persamaan, kekuasaan
pemerintahan dapat dibagi sedemikian rupa guna memberikan peluang besar bagi
partisipasi warga dalam kebijakan publik. Hal ini merupakan efek demokratis.
Dan untuk meningkatkan kesejahteraan, kekuasaan pemerintahan dapat dibagi
sedemikian rupa guna menjamin tindakan pemerintah akan efektif dan efisien
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tiga nilai tersebut
sekaligus melalui pembagian kekuasaan tentu bukanlah sesuatu hal yang mudah.
Tentu saja tidak satu pun nilai dapat dimaksimalkan jika semuanya harus dicapai
dalam tingkatan yang tinggi sekaligus. Untuk mengoptimalkannya dalam suatu
kombinasi tertentu merupakan tantangan besar bagi negara demokrasi
konstitusional.”

Dalam masalah tersebut, sekali ruang linkup kegiatan negara telah
ditetapkan, maka tinggal lah ditentukan pembagian kegiatan yang wajar antara
berbagai tingkat pemerintahan — apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat,
apa oleh pemerintah daerah, dan apa lagi oleh pemerintah setempat pada tingkat
yang lebih rendah.

Di beberapa kota di New England, Amerika serikat, maka sidang kota
yang terbuka dengan dihadiri oleh semua penduduk yang mempunyai hak suara,

masih merupakan sistem legislasi yang berlaku. Disitu terdapat demokrasi murni.

7 Khairul Muluk, Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Surabaya: ITS Press,
2009. 32
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daerah yang memiliki fungsi pengaturan, penganggaran, dan pengawasan. Untuk
mengakomodasi persoalan tersebut, para pembuat UU No 32 tahun 2004
menghilangkan penggunaan istilah badan eksekutif daerah bagi pemerintah
daerah dan badan legislatif daerah bagi DPRD. Namun demikian istilah
pemerintah daerah tetap menunjukkan pada Kepala Daerah disebut sebagai
perangkat desa. Kini DPRD dan Pemerintah Daerah disebut sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai terjemahan dari Local Government
atau Local Authorities dalam khazanah Inggris dan AS.’

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
di dukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari
dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang
penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala
daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan dan  pertanggungjawaban, serta
pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan

sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip pemisahan

® Khairul Muluk, Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Surabaya: ITS Press,
2009. 204



kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima dan
mengeluarkan uang.'°

Sedangkan dalam pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus bisa
dipenuhi oleh pendapatan daerah. Melihat hubungan timbal balik antara kedua
aspek tersebut, maka desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan dan
mengabaikan salah satu aspek saja. Aspek yang sama pentingnya dengan
pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh
daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung
jawabnya. Ada lima peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam mengelola
segala macam urusan atau kewenangannya (premchand, 1999: 57-64). Peran
tersebut mencakup peran sebagai penyedia layanan, sebagai pembeli layanan,
sebagai badan penyandang dana, sebagai koordinator penyediaan layanan publik,
dan sebagai regulator. Pelaksanaan dari semua atau pilihan peran tersebut
membutuhkan dana yang harus dikeluarkan oleh daerah."’

Dalam masalah pengawasan keuangan daerah, pemerintah melakukan
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah
daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan

sebagaimana pengelolaan keuangan daerah meliputi pemberian pedoman,

19 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 77
-78

" Khairul Muluk, Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Surabaya: ITS Press,
2009. 157



bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan
pengembangan. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan
APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan
evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah'?

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah
atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri
sipil daerah. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah untuk kabupaten/kota
dikoordinasikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah. DPRD melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan
yang dimaksud dalam ayat ini bukan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih
mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang APBD dengan kebijakan umum APBD."

Sedangkan dalam pemerintah pusat menurut UUD 1945, bahwa
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab pemerintahan tentang keuangan
negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan
Pemeriksaan Keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.

Kekuasaan eksaminatif menurut UUD 1945 dilakukan oleh Badan Pemeriksa

2 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008. 420
" Ibid. 421
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Keuangan (BPK). Badan ini diatur dalam pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945
pasca amandemen. Pasal 23E UUD 1945 pasca amandemen menyatakan:14

Ayat (1): “Untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri” peraturannya ditetapkan dengan undang-undang”

Ayat (2): “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.”

Ayat (3): “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan atau sesuai dengan undang-undang.”

Mengenai pertanggungjawaban gubernur dalam hal keuangan daerah

(APBD) telah diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
pasal 184 yaitu:'’

Ayat (1): “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir”.

Ayat (2): “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus
kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan
laporan keuangan badan usaha milik daerah”.

Ayat (3): “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam Islam, memang mengenai pertanggungjawaban APBD tidak

dibahas secara detail tetapi, Prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolong nya dari kesusahan

hidup serta untuk kepentingan negara sendiri, tercapainya kesejahteraan

Y Tri Wulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,
Jakarta: Tim Kreatif Cerdas Pustaka, 2008.270

' Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Dan 33 Tahun 2004 Tentang Otoda, Bandung; citra
umbara. 110
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masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan
negara Islam (welfare state). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi
dan meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak unik
nya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material
duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-
sama dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula
pendapatan, pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan

mesti dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.'®

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar, maka dari uraian di atas dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertanggung jawaban gubernur tentang APBD dalam pasal
184 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah tinjauan figh siyasah terhadap pertanggungjawaban

gubernur mengenai keuangan Negara?

1 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama :
Jakarta, 2007. 286
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C. Kajian Pustaka
Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pemnah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam
penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang
secara spesifik yang mengkaji tentang tinjauan figh siyasah terhadap pertanggung

jawaban Gubernur tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

D. Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, penulis
bermaksud untuk:
1. Ingin mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban Gubernur
tentang APBD dalam pasal 184 ayat (1) No. 32 Tahun 2004.

2. Untuk mengetahui sistem keuangan negara menurut Figh siyasah.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk beberapa aspek sebagai

berikut:
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a. Aspek teoritis
Secara teoritis, hasil studi ini dapat menambah dan
memperkaya khazanah keilmuan politik Islam, selain itu dapat
dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
b. Aspek praktis
Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk Memberi
wawasan dan pemahaman pertanggungjawaban gubemnur tentang

anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

F. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu
variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti.!” Sebagai gambaran di dalam
memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap
judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami

secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah “ Tinjauan Figh Siyasah Terhadap
Pertanggung jawaban Gubernur Tentang Keuangan Negara (Studi Analisis
Pasal 184 Ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)”. Dan
agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka

perlu kiranya penulis uraikan tentang pengertian judul tersebut, sebagai berikut:

17 Moh. Nazir, Mefode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan Ketiga, 1988, 152.
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Pertanggung jawaban

Figh Siyasah

Keuangan Negara
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Suatu wawasan/pandangan yang luas dan
mendalam terhadap sebuah permasalahan
Berasal dari kata dasar tanggung jawab, yang
artinya keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh
dituntut, dipersalahkan, diperkaralt:an).’8

Ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk
beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam
segala bentuk hukum, pengaturan kebijaksanaan
yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang
sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh
syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Kekayaan negara, yang terdiri dari hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang

apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan.'®

Riset yang hendak dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah

melakukan upaya pengkajian dan pengupasan secara mendalam tentang

pertanggungjawaban gubernur dalam masalah APBD menurut UU NO. 32 Tahun

2004 dan figh siyasah.

18 purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1014
1° Bonari, Hukum Anggaran Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. 9
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G. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
Studi ini adalah studi literatur, oleh karena itu data yang dikumpulkan atau
dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang membahas tentang:
a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
b. Sistem Keuangan Di Negara Khalifah.
¢. Hukum Keuangan Negara RI.
d. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(APBD).
2. Sumber Data
Secara garis besar, sumber data dalam pembahasan skripsi ini terbagi
menjadi dua, yaitu:
a. Sumber primer: sumber data yang berfungsi sebagai sumber utama, data
ini diperoleh dari buku-buku pokok permasalahan yang meliputi:
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Dan 33 Tahun
2004 Tentang Otoda.
- Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945 oleh Titik Tri Wulan Tutik S.H,

M.H.
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- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
Di Indonesia oleh Ahmad Yani.

- Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia oleh Siswanto
Suwamo.S.H, M.H.

- Peta konsep desentralisasi dan pemerintahan daerah oleh
khairul Muluk.

- Figh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran oleh suyuti
pulungan.

- Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam oleh
Muhammad Igbal

- Hukum Anggaran Negara oleh H. bohari.

- Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al mawardi Nur Fuad, Nur
Mufid

- Sistem Keuangan Di Negara Khilafah oleh Abdul Qodim
Zallum.

- Hukum Keuangan Negara RI oleh M. Subagio.

- Dan lain-lain.

. Sumber skunder: Sumber data yang berfungsi sebagai sumber penunjang

yang terdiri dari:

- Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja

daerah (APBD), peraturan perundang-undangan.
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- Dasar-dasar kebijaksanaan keuangan negara oleh Tbnu
Syamsi.
- Keuangan Negara oleh oto Eckstein yang diterjemahkan St.
Jianjung.
- Pokok-Pokok Hukum Tata Negara oleh Titik Tri Wulan Tutik
S.H, MH.
- Figh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam,
oleh A. Djazuli.
- Hukum Tata Negara: Pemerintah Daerah Berdasarkan
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 oleh Soehino S.H.
- Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek oleh Richard A
Musgrave.
- Siyasah Syar 'iyah: Etika Politik Islam oleh Tbnu Taimiyah.
- Dan lain-lain.
3. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian
kepustakaan (library research), artinya data yang diperoleh di dalam
penelitian ini digali dari bahan-bahan tertulis baik dari buku-buku ataupun
dari karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi
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4. Metode Pengolahan Data
Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka teknik yang digunakan
oleh penulis dalam mengolah data-data yang telah diperoleh atau
dikumpulkan, yaitu:

a. Editing, yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara
mengedit atau memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul secara
keseluruhan mulai dari kelengkapan data sampai keseragaman kelompok
data.

b. Organizing, yaitu mengorganisir semua data, menyusun, mensistemisasi
serta melakukan kategorisasi terhadap data yang diperoleh.

. Analyzing, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau teori dan dalil
sehingga diperoleh hasil-hasil tertentu.

5. Metode Analisis Data
Setelah data terkumpul secara lengkap yang diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan
metode  deskriptif-analitis, yaitu metode yang digunakan untuk
menggambarkan dan memaparkan tinjauan Figh siyasah terhadap

pertanggungjawaban gubernur tentang keuangan negara.



19

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, penulis
akan menguraikan isi uraian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan
skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan uraian tentang pendahuluan yang berfungsi sebagat
pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini terdiri dari delapan
subbab, yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, Di dalam bab ini yang sangat diperlukan adalah pengertian-
pengertian pembahasan yang bermuara pada landasan teoritik yang sesuai dengan
ajaran sebagai kaidah-kaidah dasar dan asas-asas dari ilmu pengetahuan agar
sesuai dengan tema skripsi secara tepat dan benar apa yang tertulis secara konkrit
berupa: Konsep Keuangan Negara Dalam Islam, Kedudukan Keuangan Negara

Dalam Islam dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dalam Islam.

Bab ketiga, Bab ketiga adalah pembahasan yang menguraikan tentang
landasan teori. Bab ini menjelaskan pertanggung jawaban kepala daerah tentang
APBD dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Bab keempat, bab ini menguraikan tentang analisis figh siyasah tentang
keuangan negara, dan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan daerah.
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Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi

pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan.



BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA DALAM

ISLAM

A. Konsep Keuangan Negara Dalam Islam.

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai administrasi Islam, ada
perlunya kita mengenal pengertian negara dalam Islam. Dalam Islam, negara
didirikan atas prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan Al-Qur’an dan sunnah Nabi
Muhammad SAW. Prinsip pertama, bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta
ada pada Allah karena Ia telah menciptakan nya. prinsip kedua, bahwa hukum
Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi, sedangkan
sunnah Nabi merupakan penjelasan otoritatif tentang Al-Qur’an. 2

Dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan konsep keuangan negara secara
eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi
keuangan telah terdapat dalam Al-Qur’an. Konsep dasar kerja sama muamalah
dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup
banyak dalam Al-Qur’an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah Qoum
untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang
lainnya. Juga terdapat istilah balad (negeri) untuk menunjukkan adanya struktur

sosial masyarakat dan juga muluk (pemerintahan) untuk menunjukkan pentingnya

2 Mumtaz Ahmad, Masalah-Masalah Teori Politik Islam, Bandung: Penerbit Mizan, 1996. 57

21
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sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat. Khalifah
(kepemimpinan), juga menjadi perhatian dalam Al-Qur’an. Konsep sistem
organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.?!

Sebuah gambaran umum mengenai Administrasi di dalam Islam adanya
Administrasi terkait dengan yang disebut Diwan. Dalam Institusi ini sebenarnya
memiliki alur kerja yang sama dengan definisi Administrasi Negara yaitu
menjalankan proses pemerintahan, dan di dalam Diwan itu sendiri pun terbagi
menjadi beberapa bagian antara lain:

a) Diwan yang berhubungan dengan sistem rekruitmen dan penggajian
tentara

b) Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para
pengawas Negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem
penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka

¢) Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian
pegawai.

d) Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (Pemasukan dan

Pengeluaran ) keuangan dalam Bait al Mal*

Dalam masing-masing Diwan memiliki aturannya sendiri, ketentuan
tersebut telah diatur dalam institusinya masing-masing. Kemudian untuk

mengawasi jalannya administrasi tersebut maka ada sebuah lembaga yang

' Muhammad Ridwan, Management Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004. 53
2 Nur Mufid, A. Nur Fuad, Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah Al mawardi, Surabaya: Pustaka
Progresif 2000. 126-127
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menagtur ketertiban tersebut yaitu lembaga wilayatul hisbah, yaitu suatu lembaga
yang menjaga ketertiban dan menyelesaikan sengketa.

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Qur’an memberikan aturan-aturan
dasar, supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma atau etika. Lebih
jauh dari itu, transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan
dan kemakmuran umat. Istilah sug (pasar) misalnya menunjukkan betapa aspek
pasar (market), harus menjadi fokus bisnis yang penting. Organisasi keuangan
dikenal dengan istilah amil. Badan ini tidak saja berfungsi untuk urusan zakat
semata, tetapi memiliki peran yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi.
Pembagian ghonimah misalnya, menunjukkan adanya mekanisme distribusi yang
merata dan adil.

Sebagai lembaga dengan struktur organisasi yang jelas, Islam juga
menekankan pentingnya akhlak/etika. Merujuk pada ciri-ciri organisasi modern
seperti; ftransparansi dan akuntabilitasi, keterbukaan, egalitarianisme,
profesionalisme dan pertanggung jawaban, juga mendapat perhatian yang serius.
Al-Qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang
menjadi landasan bagi pembentukan organisasi modern. >

Prinsip akuntabilitas dan transparansi, memberikan arahan bahwa lembaga
bisnis harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi.
Konsep pencatatan (akuntansi dalam istilah ekonomi modern) baik laporan

keuangan (laba-rugi perubahan modal dan administrasi bisnis yang lain) secara

2 Muhammad Ridwan, Management Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004, 54
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Jelas diatur di dalam Al--Quran. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-

Bagqarah ayat 282:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendakiah ia
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka
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hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak
ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa
Maka yang seorang mengingatkan nya. janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu
Jjemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu”.(QS. Al-Bagarah-282).%

Dilihat dari ciri-ciri tersebut, jelaslah bahwa Islam menekankan

pentingnya pengaturan bisnis secara benar. Untuk mencapai kemakmuran dan

kesejahteraan, jalan mengorganisasi diri dalam sebuah wadah menjadi tuntutan.

Lembaga bisnis dalam Islam sesungguhnya bukan saja berfungsi sebagai

pengumpul modal dan mengakumulasi laba, tetapi juga berperan dalam

pembentukan sistem ekonomi yang lebih adil dan terbebas dari perilaku ekonomi

zalim.?® Penjelasan ini dapat kita jumpai dalam surat Ali Imran ayat 104:
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“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari

* Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Dan Terjemahan. 59
% Muhammad Ridwan, Management Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 2004. 55
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;;/(g;gz 6munkar. merekalah orang-orang yang beruntung”.(QS. Ali Imran

Men)gajak kepada kebajikan dapat berarti menuju pada peningkatan
kehidupan dan kesejahteraan ekonomi. Berbuat baik dan mencegah kemungkaran
berarti juga menciptakan iklim dan sistem bisnis yang islami jauh dari sistem
yang anarkis dan eksploitatif.

Memang kalau kita menilik ke dalam catatan sejarah Islam, tidak dikenal
istilah kata APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam Islam, akan
tetapi dalam Islam terdapat suatu konsep yang mewujud dalam bentuk lembaga
yang tak terpisahkan dalam Struktur Khilafah untuk mengatur penerimaan dan
pengeluaran negara yang dikenal dengan Baitul mal (Zallum, 1983). Baitul Mal
dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa
Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar,
Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-
khalifah berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924. Gagasan
konsep Baitul Mal yang ideal perlu disusun dengan merujuk kepada ketentuan-

ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun dalam hal

pengelolaannya.”’

Lembaga baitul mal (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial
yang pertama dibangun oleh Nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat

penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul itu merupakan proses

% Departemen Agama RI, Al-Qur‘an Dan Terjemahan. 79
7 http://jurnal-ekonomi.org/2009/07/1 1/mengenal-apbn-khilafah/
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penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure)
secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebut sekarang sebagai welfare
oriented®® 1Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan
pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk
para raja. Para penguasa di sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia
menarik upeti dari rakyat dan di bagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan.
Sedangkan mekanisme baitul mal, tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi
Juga untuk melindungi kepentingan kafir dhimmi.?

Bagian-bagian baitul mal yang paling awal terbentuk serta pengkhususan
tempat tertentu untuk menjaga nya, terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin al-
Khathab, yaitu pada tahun 20 Hijriyah. Pada masa Ra'sulullah saw baitul mal
belum memiliki bagian-bagian tertentu, walaupun beliau telah mengangkat para
penulis yang bertugas mencatat harta. Pada saat itu beliau telah mengangkat
Muaiqib bin abi Fatimah ad-Dausiy sebagai penulis harta ghanimah, az-Zubair
bin al-Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin al-Yaman sebagai
penulis harga hasil pertanian daerah Hijaz, Abdullah bin Rawahah sebagai penulis
harga hasil pertanian daerah Khaibar, al-Mughirah bin Syu’bah sebagai penulis
hutang piutang dan aktifitas muamalah yang dilakukan oleh negara, serta
Abdullah bin Argam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan

kepentingan kabilah-kabilah termasuk kondisi pengairan nya. Namun demikian,

% 5, Muhammad, Management Bank Syari ‘ah, Yogyakart:UPP AMK YKPN, 2003. 23
% Muhammad Ridwan, Management Baitul Maal Wa Tamwil, Yogyakarta: UTI Press, 2004. 56
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saat itu belum terbentuk bagian-bagian baitul mal dan juga belum adanya tempat
tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanan arsip maupun ruangan bagi para
penulis. Keadaan seperti ini juga terjadi pada masa kekhilafahan Abubakar.*

Mengenai sejarah munculnya lembaga keuangan negara (bait al-mal)
terdapat perbedaan dikalangan para ahli. Sebagian mereka berpendapat bahwa bat
al-mal telah ada sejak zaman Nabi Saw. Berdasarkan hadits riwayat al-Bukhari
yang menjelaskan bahwa pada satu ketika umat Islam memperoleh sejumlah besar
harta dari Bahrain. Pada saat itu Nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk
mengumpulkan nya di masjid. Setelah meminta petunjuk dari Allah, Nabi
akhirnya membagi-bagikan harta tersebut kepada para sahabat.’' Dari riwayat ini
tampak bahwa Nabi telah memfungsikan Masjid sebagai kantor kas negara.

Sebagian ahli berpendapat bahwa bait al-mal baru muncul pada masa Abu
Bakar, sebagaimana dikemukakan inb sa’d. menurutnya, Abu Bakar telah
mempunyai sebuah bangunan sebagai tempat penyimpanan harta negara. Dari sini
kemudian harta tersebut dibagi-bagikan kepada setiap muslim yang
membutuhkannya. Pada masa Umar lembaga ini kemudian ditata dan
dikembangkan dalam sebuah diwan (kementrian) khusus.

Pada masa Umar bin Khaththab menjadi kahlifah dan sejalan dengan

makin bertambahnya penaklukkan-penaklukkan yang menyebabkan semakin

3% Abdul Qodim Zallum, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, Bogor: Pustaka Thariqul
Izzah,2002. 8

3! Ainur R. sophiaan, Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat
Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1997. 148
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banyaknya harta yang mengalir ke kota Madinah, maka kondisi ini menuntut
pembentukan bagian-bagian dari baitul mal, penulisan arsip-arsip dan adanya
tempat-tempat tertentu yang dikhususkan untuk penyimpanannya serta ruangan
untuk para penulis nya.*?

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa cikal bakal
baitul mal telah dibangun Nabi. Tetapi secara teratur dikembangkan oleh khalifah
Umar. Ini didasarkan atas kenyataan bahwa harta yang diperoleh umat Islam dari
manapun sumbernya pada masa Nabi selalu dibagikan langsung kepada para
sahabat. Barulah pada masa Umar harta dalam baitul mal dikelola secara teratur
dengan membagi-bagikan sebagiannya untuk umat Islam dan sebagian lagi
sebagai dana abadi untuk kepentingan pembangunan dan pengelolaan negara. Jadi
disini baitul mal berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan

pengeluaran belanja negara >

B. Kedudukan Keuangan Negara Dalam Figh Siyasah.
Sistem administrasi keuangan pada masa Nabi tidaklah kompleks. Nabi
hidup di negara kecil Madinah dan kebijakan keuangannya sangat sederhana.
Setelah wafatnya (w. 362), negara Islam menembus batas semenanjung Arabia,

khususnya selama pemerintahan Khalifah Umar (w. 644). Kompleksitas dalam

32 Abdul Qodim Zallum, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,
2002.9

3% Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007. 287
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pengelolaan keuangan di wilayah taklukkan, mendorong perlunya sebuah sistem
keuangan publik yang rapi. Meskipun khalifah tidak segan-segan mengambil
manfaat dari administrasi negara saat itu, demi tegaknya struktur fungsional
dengan semangat Islam, ketentuan terperinci tetap diperlukan bagi pengelolaan
keuangan negara yang baru. Oleh karena, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan
sunnah Nabi, berbagai ketentuan pun diadopsi setelah Bermusyawarah (syura)
dan tercapai konsensus (ijma’) para sahabat Nabi.**

Untuk pengalokasian subsidi, haruslah disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan yang paling utama dan terpenting dari kaum Muslimin. Sehingga
kebutuhan masyarakat secara umum dapat terpenuhi, sekaligus membawa
manfaat bagi kehidupan mereka.

Diantara orang-orang yang berhak untuk menerima adalah kelompok
Mugaatalah, yakni mereka yang menjadi penentu kemenangan dan berjihad.
Mereka itulah tergolong kelompok yang lebih berhak menerima fai’ dari pada
yang lainnya, karena fai’ sendiri hanya diperoleh melalui mereka. Akan tetapi
diantara para fugaha’ masih berbeda pendapat, apakah fai’ khusus hanya untuk
mereka saja (muqaatalah) ataukah didistribusikan pula pada sektor-sektor lainnya
demi kepentingan bersama (umat Islam)?.**> Para fugaha sepakat, bahwa harta-
harta selain fai’ dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan umum (umat

Islam), kecuali ada pengkhususan, seperti harta zakat dan ghanimah.

34 Sabahuddin Azmi, Menimbang Ekonomi Islam, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005. 42
3 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar ‘iyah: Etika Politik Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1995. 47
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Menurut peraturan yang sudah tetap mengatakan, bahwa semua sumber
keuangan negara Islam yang masuk adalah menjadi hak bagi rakyat, penguasa
tidak diperkenankan untuk mempergunakan keuangan itu, kecuali untuk

kepentingan yang bersifat umum.>®

Sumber keuangan negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi
ash-Shiddieqy, meliputi mawarid al-dawlah yang telah ditetapkan syara’, yaitu
khumus al-ghanaim, sedekah dan kharaj. Beberapa istilah yang digunakan Abu
Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam
tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, khumus al-
ghanaim, al-fai’, jizyah, usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.’”

a. Zakat

Kata zakat (3'S 3! ) merupakan kata dasar atau masdar yang

berasal dari( +SJ , S 32 , 4 3, ) yang berarti bertambah (al-ziyadah),
tumbuh dan berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah, zakat adalah
sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada
orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang
keempat. Menurut jumhur Ulama’, zakat ditetapkan pada tahun kedua
Hijriah. Namun menurut sebagian ulama’, seperti al-Thabary, ibadah ini

telah ditetapkan ketika Nabi masih berada di Mekkah. Ia beralasan pada

3 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994. 99
37 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007, 273
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ayat Al-Qur’an surat Fushshilat, 41:41 yang mencela orang-orang musyrik
yang tidak membayar zakat dan mengingkari hari akhirat. Menurutnya
yang dimaksud zakat dalam ayat ini adalah zakat harta.

Memang ada beberapa ayat Al-Qur’an periode Makkiyah yang
membicarakan masalah zakat, tapi pengungkapan nya tidak dalam bentuk
amr (perintah) yang tegas. Ayat-ayat tersebut hanya mengindikasikan
orang-orang beriman yang salah satu cirinya adalah orang yang membayar
zakat>® Barulah pada periode Madinah zakat dilembagakan menjadi
kewajiban atas umat Islam. Di Madinah umat Islam sudah mempunyai
kekuatan, sehingga pelaksanaan kewajiban zakat lebih mudah diorganisir
dengan baik. Kewajiban ini dilandaskan pada Al-Qur’an, sunnah dan ijma’
ulama’. Banyak ayat Al-Qur'an yang merangkaikan kewajiban zakat
dengan shalat, seperti dalam surat al-Baqarah, 2:43

oS & 15T 3353011 B1eg 5510l Ly

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta

orang-orang yang ruku'. (Qs. Al-Baqarah 43)*°

Penegasan kewajiban zakat ini didukung pula oleh ijma’ ulama’

yang menempatkannya sebagai bagian dari rukun Islam. Karena itu Abu

% Yusuf al-Qardawi, Figh Zakat, (terjemahan Salman Harun, et. al) Hukum Zakat, Bogor-
Bandung: Litera Antar Nusa-Mizan, 1988, 60
3 Departemen agama RI, 4/-Qur ‘an Dan Terjemahan. 8
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Bakr bersikukuh memerangi orang-orang yang mengingkari kewajiban
zakat ini setelah ia diangkat menjadi khalifah *°
b. Khumus al-Ghana’im.

Harta ghanimah (jamak: ghana’im)adalah harta yang diperoleh
umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umat nya
merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta
ghanimah ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sejarah
Islam, perang yang pertama kali terjadi adalah perang badar, yaitu pada 17
ramadhan tahun kedua Hijriah. Dalam perang ini umat, Islam berhasil
mengalahkan kaum kafir Quraisy serta merampas harta benda dan
menawan mereka. Pada saat itu, sebelum turun ayat tentang pembagian
harta ghanimah ini, Nabi membagi rata semua harta rampasan perang
diantara tentara yang berperang.

Disamping ghanimah, terdapat dua bentuk rampasan lain yang
diperoleh dari musuh. Pertama, salb yaitu perlengkapan perang musuh
yang berhasil dirampas oleh tentara muslim yang berhasil
mengalahkan/membunuhnya. Keduva, fai' yaitu harta musuh yang
diperoleh tanpa peperangan. Ini merupakan konsesi yang diberikan oleh
pihak musuh yang tidak mau tunduk kepada Islam dan tidak melawan.

Oleh al-Mawardi, Fai' ini dimasukkannya juga ke dalam harta ghanimah.

% Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007, 274
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Menurut al-Mawardi, ghanimah meliputi usara (tentara musuh
yang berhasil ditawan), sabiy (tawanan yang bukan berasal dari tentara,
seperti anak-anak, wanita, dan orang tua jompo), harta benda yang
bergerak, tanah serta harta yang lainnya yang tidak bergerak.

Pembagian ghanimah diatur Allah dalam Al-Qur’an surat al-
Anfal, 8:41 yang menjelaskan bahwa seperlima ghanimah adalah untuk
Allah, Rasul, karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini
kemudian dilakukan oleh Nabi pada perang Badar. Sedangkan sisanya
yang empat per lima, meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan Allah,
dipahami oleh ulama sebagian bagian yang harus dibagi-bagikan untuk
tentara yang ikut berperang. Cara pembagian nya, sebagaimana yang
dilakukan Nabi, adalah bahwa bagian tentara berkuda lebih besar dari
yang berjalan kaki. Dalam prakteknya, Nabi pernah membagi untuk
tentara berkuda dua kali bagian pasukan berjalan kaki, namun dalam
kesempatan lainpernah tiga kali lipat. Untuk menentukan cara mana yang
paling tepat, maka komandan dapat mempertimbangkan situasi dan
kondisi saat itu serta kemaslahatan tentara itu sendiri.*’

c. Fai’

Seperti diuraikan diatas, fai’ adalah harta yang diperoleh dari

musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya harta fai’ dibagikan untuk

pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib

4 1bid. 277
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kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil. Hal ini sesuai
dengan surat al-Hasyr, 59:6,

e
‘ -
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“Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah
kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk
mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan
(Tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan
kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang

dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*
Dalam sejarah Islam, khalifah Umar pernah tidak membagikan
harta fai’ untuk kalangan tentara. Kasus ini terjadi ketika umat Islam
berhasil menguasai wilayah Sawad di Iraq yang merupakan tanah
pertanian yang subur. Umar berpendapat bahwa ayat diatas bersifat umum.
Keumuman ayat ini dibatasi (ditakhsis) oleh surat al-Hasyr, 59:10 yang
mengisyaratkan bahwa pembagian fai’ mesti mempertimbangkan
kemaslahatan generasi yang akan datang dan kemaslahatan umat Islam
secara luas. Menurut Umar, bila fai’ dibagi-bagikan kepada umat Islam
ketika itu, pastilah generasi yang akan datang mengalami kesulitan karena
tidak memiliki lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Karenanya Umar membiarkan tanah tersebut di tangan pemiliknya, yaitu

penduduk Iraq, dengan konsesi mereka harus membayar kharaj untuk

kepentingan pemeliharaan keamanan pemerintahan Islam diwilayah

“2 Departemen Agama RI, A/-Qur‘an Dan Terjemahan. 797
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tersebut. Dalam hal ini, Umar lebih mempertimbangkan kemaslahatan
masyarakat yang lebih luas dari pada hanya kemaslahatan segelintir saja.?
d. Jizyah,

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dari
al-Islam yang bukan Muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini
dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintahan Islam
dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah
Islam untuk mereka. Meskipun Jizyah merupakan pajak kepala yang harus
diberikan oleh setiap non-Muslim (ahl dzimmi) yang baligh, berakal, laki-
laki dan mampu berperang, mereka mendapat dispensasi terbebas dari
kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya. Karena itu, jizyah
bukanlah tujuan utama dalam pemerintahan Islam, melainkan hanya
wujud loyalitas mereka saja. Bahkan mereka yang tidak mampu
membayar berhak mendapat tunjangan negara. Inilah rahasia kewajiban
Jizyah dalam Islam. Jizyah bukan dilandasi oleh keinginan Islam untuk
menguasai harta ahl al-dzimmi. Jizyah adalah bagian dari bentuk dakwah
Islam yang teduh dalam rangka mengajak mereka secara persuasif tanpa
paksaan untuk menerima Islam.

Disamping sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah

Islam, jizyah sebenarnya juga merupakan kompensasi kepada mereka yang

“ Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007. 278
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dibebaskan dari wajib militer namun mendapat jaminan sosial dan
keamanan yang penuh. Jizyah juga merupakan perimbangan kewajiban
antara mereka dengan warga negara yang beragama Islam yang wajib
membayar zakat.

Dalam sejarah, jizyah telah lama dipraktekkan jauh sebelum
kedatangan Islam. Dalam hubungan internasional ketika itu, negara yang
kalah perang wajib membayar upeti kepada negara yang menang. Negara-
negara seperti Romawi, Persia, dan Yunani, mewajibkan penduduk negara
yang mereka taklukkan untuk membayar pajak kepada mereka. Setelah
kedatangan Islam, bentuk upeti ini tetap dipertahankan. Namun Islam
melakukan perubahan dengan membebaskan penduduk yang kalah perang
dari wajib militer. Bila mereka masuk militer, maka mereka dibebaskan
dari kewajiban membayar jizyah. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu
Ubaidah ibn Jarrah terhadap penduduk Palestina.

Perubahan lain yang dilakukan Islam dalam hal ini adalah
memformat jizyah menjadi satu sistem sosial yang memberi peluang bagi
warga negara non-Muslim di dar al-Islam untuk memperoleh tunjangan
sosial dari negara. Oleh sebab itu, jizyah tidak diambil dari non-muslim
yang miskin dan masih anak-anak. Ketika anak-anak non-muslim telah

dewasa, mereka dikenakan kewajiban jizyah selama mereka menyetujui
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bagi non-muslim yang menjadi warga negara Islam (ahl al-dzimmi)
dikenakan pajak seperdua puluh dari transaksi dagangnya. Perbedaan ini
disebabkan adanya kewajiban lain atas ahl al-dzimmi membayar jizyah.
Jadi mereka membayar pajak dua kali, sedangkan warga negara asing
hanya wajib membayar pajak perdagangan tersebut. Karena itu, wajar
kalau penduduk dzimmi diringankan membayar pajak perdagangan.
Namun pemerintah negara Islam dapat juga mengambil kebijakan
menurunkan jumlah pajak terhadap mereka sesuai dengan pertimbangan
kemaslahatan. Bila perdagangan tersebut berkaitan dengan kebutuhan
pokok, misalnya, maka pemerintah dapat mengambil setengah jumlah
pajak atau membebaskan nya sama sekali. Pajak perdagangan ini tidak
wajib bagi umat Islam karena mereka telah dikenakan kewajiban
membayar zakat harta.*’
f. Kbharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak
tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu
juga dapat dibebankan atas umat Islam. Dalam sejarah Islam, kata ini
diambil umat Islam dari bahasa administratif bizantium yang makna
asalnya adalah “upeti”. Dalam bahasa Persia, kata ini disebut kharag,
semakna dengan tributum dalam bahasa Yunani pada masa kekuasaan

Romawi masih jaya. Agaknya kata ini diterima menjadi kata Arab asli

* Ibid. 281



40

karena sama artinya dengan hasil bumi, yang secara spesifik berarti pajak
yang dibayar untuk pemilikan tanah.

Kharaj pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar.
Pada saat itu Rasulullah Saw, memberikan dispensasi kepada penduduk
Yahudi Khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka
membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. Dalam
sejarah pemerintahan Islam, kharaj merupakan sumber keuangan negara
yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), bukan oleh sekelompok
orang®

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj yang
sebanding (proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan
secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua,
sepertiga, atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan bentuk
kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya,
apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-
laki, muslim atau non-muslim. Kewajiban membayar kharaj hanya sekali
setahun, meskipun panen yang dihasilkannya bisa tiga atau empat kali
setahun.

Sedangkan kharaj yang sebanding dikenakan sepersepuluh dari
hasil panen. Namun kharaj sebanding tidak boleh dipungut bila terjadi

gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti tanah longsor atau

4 A. A. Ishlahi, Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997. 252-253
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banjir. Jumlah pajak (kharaj) yang pernah dipraktekkan dalam
pemerintahan Islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat
yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya.

Menyangkut teknis pengumpulan kharaj biasanya dilakukan oleh

sebuah tim atau dewan yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam

-
g

melaksanakan tugasnya. Misalnya, Sa’d ibn Abi Waqqash menetapkan
pengumpulan dan pembayaran pajak tanah sawad dikoordinir oleh para
tuan tanah. (dahaqin). Bahkan pada tahun 20 Hijrah, Umar membentuk
satu lembaga kementrian khusus (Diwan al-Khawaraj) yang dipercayakan
melakukan tugas pengumpulan pajak hasil bumi.*’
g Sumber-sumber lainnya
a) Harta warisan yang tidak terbagi
Sumber keuangan negara lainnya dapat Jjuga berasal dari harta
warisan yang tidak terbagi. Bila seseorang meninggal dunia dan
meninggalkan harta dalam bentuk apapun, hartanya ini beralih
kepada ahli warisnya. Ahli waris tersebut bisa karena hubungan
perkawinan, seperti janda/duda, bisa juga karena kekerabatan,
seperti anak, ayah/ibu, kakek/nenek, anak paman, saudara dan anak
saudara. Disamping itu, ada juga yang didasarkan pada hubungan

agama, yaitu Islam. Dalam Al-Qur’an, pengaturan pembagian harta

7 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007, 282
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untuk ahli waris adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 2/3 dan 1/6. Ahli waris
yang mendapat bagian-bagian tertentu ini disebut dengan dzaw al-
Jurudh. Sementara ada pula ahli waris yang tidak disebutkan
bagiannya secara pasti. Mereka ini disebut ashabah.*®

Kaffarat

Disamping warisan diatas, sumber keuangan negara juga dapat
diperoleh dari Kkaffarat, yaitu denda yang dibayarkan karena
melakukan suatu kesalahan atau dosa. Dalam Al-Qur’an ada tiga
bentuk kaffarat ini, yaitu kaffarat zhihar, kafarat pembunuhan dan
kaffarat sumpah.

Dam atau hadyah

Dam atau hadyah adalah penyembelihan hewan ternak oleh
jama’ah haji di tanah Haram, Mekkah, karena melakukan
kesalahan atau kekurangan dalam ibadah haji nya. Dam atau
hadyah ini dibebankan kepada jama’ah haji yang; (1) melakukan
haji giran dan tamattu’, (2) ketinggalan salah satu wajib haji seperti
berada di Mudzdalifah, (3) melakukan larangan ihram seperti
melakukan jimak atau memakai harum-haruman, (4) melakukan

pelanggaran di tanah Haram seperti berburu,*

8 Ibid. 283
* Ibid. 285



43

C. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dalam Islam.

Pertanggungjawaban keuangan negara dalam Islam tidak lepas pada
sistem pencatatan pembukuan. Sejarah pembukuan di bawah kepemimpinan
Rasulullah Muhammad, SAW di kota Madinah Al-Munawarah menjadi
momentum awal dimulainya pelbagai upaya membersihkan muamalah maaliah
(kegiatan keuangan) dari unsur riba, segala bentuk penipuan, pembodohan,
perjudian, pemerasan, monopoli, dan berbagai upaya pengambilan harta orang
lain dengan cara yang batil. Rasulullah Muhammad, SAW sangat menekankan
pentingnya pencatatan keuangan. Bahkan, Rasulullah mendidik secara khusus
sejumlah sahabat agar menguasai profesi tersebut. Mereka diberi sebutan khusus:
“Hafazhatul amwal” atau pengawas keuangan (Baso Amir, 2009).

Tujuan utama dilaksanakannya pencatatan (pembukuan) adalah guna
mengetahui perkiraan hutang, piutang serta kondisi perputaran uang yang
berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, pembukuan
difungsikan pula untuk merinci keuntungan dan kerugian, menghitung harta
keseluruhan (aset) sebagai dasar menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan
oleh setiap individu. Undang-undang akuntansi yang diterapkan pada waktu itu di
antaranya ialah undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan,
akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijir) dan anggaran

negara.”’

% http /www.p2kp.org/bestpracticedetil.asp? mid=188&catid=2&
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Dengan mencermati sejarah peradaban Islam di atas, jelaslah bahwa
pembelajaran tentang penerapan pencatatan (pembukuan) merupakan sunah Rasul
yang telah diikuti oleh para sahabat dan generasi sesudahnya. Maka menjadi
kewajiban bagi seluruh umat Muslim lah untuk terus belajar mengerti, memahami
dan mempraktekkan pencatatan (pembukuan) sebagai bagian integral dari ajaran
Islam.

Pajak-pajak sesuai aturan Islam yang telah terkumpul dan anggaran untuk
penggunaannya tidak semata-mata untuk memberikan penghidupan kepada
masyarakat miskin atau menghidupi kaum miskin dari keturunan keluarga nabi
SAW, melainkan juga digunakan untuk mendukung tegaknya sebuah
pemerintahan besar dan untuk menanggung pembelanjaan yang diperlukan.
Sebagai contoh, Khums adalah sumber yang besar bagi pendapatan, yang akan
mengisi baitul mal (kas negara dalam pemerintahan Islam) dan menjadi sumber
dana untuk dianggarkan.’!

Prinsip utama pengeluaran dalam belanja negara adalah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolong nya dari kesusahan hidup
serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat
merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam
(welfare state. Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan
meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak unik nya

kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi

3! Imam Khomeini, Sistem Pemerintahan Islam, Jakarta: Pustaka Zahra, 2602. 33
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namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-sama
dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula pendapatan,
pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti
dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.*?

Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan
dalam sejarah pemerintahan Islam, harus dipertimbangkan kebutuhan dan negara
dan warganya, yaitu:

a) Untuk orang-orang fakir dan miskin;

b) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan
keamanan negara,

¢) Untuk menegakkan supremasi hukum,;

d) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber
daya manusia yang bertaqwa dan berilmu pengetahuan yang luas;

e) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;

f) Untuk pengembangan infra struktur dan sarana atau prasarana fisik;

g) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta

kekayaan.5 3

Pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara sebenarnya bukan
hanya terbatas pada komponen yang disebutkan diatas, mengingat dalam

pengeluaran dan belanja negara tidak terlepas dari mana sumber pendapatan

%2 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2007. 287
* Ibid. 288
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negara itu berasal. Seperti diuraikan sebelumnya, sumber pendapatan negara
dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama dan kedua adalah zakat
dan ghanimah/fai. Pengeluaran kedua kelompok ini diatur berdasarkan ketentuan
Allah dan Rasul. Sementara kelompok yang ketiga, seperti kharaj, jizyah dan
kaffarat, merupakan harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan belanja negara
secara umum.

Kesimpulan dalam politik hukum Islam mengenai keuangan bahwa Islam
menempatkan sumber-sumber keuangan berdasarkan atas azas keadilan, kasih
sayang dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan para pemilik
harta. Selain itu mengenai harta-harta yang wajib dikeluarkan sebagiannya untuk
negara atau zakat, orang-orang yang berkewajiban membayar zakat, dan seberapa
banyak harta yang wajib dikeluarkan serta waktu pengeluarannya. Maka Islam
telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang
keadilan dan ekonomi.>*

baitut tamwil dalam istilah modern adalah Bank Islam, memiliki akar
yang kuat dari pemikiran para pemimpin gerakan Islam sejak tahun 1940-an yang
mengibarkan bendera dakwah sampai tumbuhnya revivalisme Islam (kebangkitan
Islam), sejak himbauan Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Igbal, Ibnu Badis,
Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Hasan Al Banna, Al Maududi, Sayid Qutub
dan lain-lain dalam waktu panjang menyerukan untuk pembebasan ekonomi

dengan melaksanakan kembali syariah Islam di bidang keuangan dan muamalah

%4 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994. 113
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(interaksi sosial) sebagai prasarana urat tunggang pemikiran bank-bank dan
institusi keuangan Islam (Al Anshori dkk, 1993; Al Banna, 1998)

Meskipun pendahulu pemikiran Islam ini belum dapat memberikan
alternatif praktis tertentu, tetapi telah berhasil memberikan akomodasi dan
mobilisasi opini umum hingga dapat mendesak dengan kuat beberapa
pemerintahan hingga pemerintah muslim mengeluarkan izin untuk mendirikan
bank-bank Islam. Maka pada tahun 1977, Bank Islam Faisal di Sudan melakukan
operasi dan kemudian secara berurutan disusul oleh Kuwait Finance House
(1978), Bahrain Islamic Bank (1978), Bank Faisal Islami di Mesir (1978), Bank
Investasi dan Pembangunan Internasional (1979), Daru’l Mal P'Islami (1979),
enam perusahaan keuangan Islam, Perusahaan Islam Mudharaba dan persatuan
Bank-Bank Musyawarah Nasional di Pakistan (1980), persatuan Investasi Islam
di Bahrain ( 1981). Dan pada tahun 1982, semakin banyak pertumbuhan bank-
bank Islam di berbagai negara (Al Anshori dkk., 1993). Sedangkan di Indonesia,
keberadaan perbankan syariah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia
(BMI) di Jakarta pada bulan November 1991. Kemunculan Bank Muamalat
merupakan salah satu hasil dari kongres tahunan MUI [V pada tanggal 22-25
Agustus 1990 yang menyetujui penyusunan cetak biru Bank Muamalat
Indonesia.*®

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa Baitul Mal Wattamwil

5 http://jumalsknpsi.com/anaIisis-perlalman-akuntansi-zakat-pada-baitul-malwattamwil-smdi-
kasus-koperasi-baiml-mal-waﬂamwil—bmt-mmu-sidogiri-pasuman-pdf htm
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mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya implementasi ekonomi
Islam. Apabila Baitul Mal Wattamwil tidak berjalan sesuai dengan prisnip syariah
dan mempraktekkan akuntansi kovensional, maka secara tidak langsung Baitul
Mal Wattamwil dapat semakin menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi

yang berlandaskan syariah.



BABIII
PERTANGGUNGJAWABAN APBD DALAM UNDANG-UNDANG

NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

A. Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang
yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut (pasal 1 butir 1)

Keuangan negara mempunyai arti yang berbeda, tergantung dari sudut
mana kita melihatnya. Ilmu keuangan negara dapat didekati dari berbagai sudut
pendekatan, misalnya sudut ekonomi, sudut ilmu politik dan sudut ilmu hukum.
Secara umum dikatakan bahwa ilmu keuangan negara adalah ilmu yang
mempelajari soal-soal pembelanjaan dari rumah tangga negara, yang termasuk
ilmu ekonomi, juga ketentuan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN 1776)
menyatakan:>® dengan keuangan negara tidak hanya dimaksud keuangan negara,
tetapi seluruh kekayaan negara, termasuk didalamnya segala bagian harta milik
kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya baik kekayaan
itu berada dalam pengurusan pada pejabat-pejabat dan atau lembaga-lembaga

yang termasuk pemerintahan umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan

5 Bonari, Hukum Anggaran Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. 8-9

49
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bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah, dengan status hukum publik
maupun perdata, perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan
dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus dalam penguasaan dan
pengurusan pihak lain maupun berdasarkan perjanjian dan penyertaan
(partisipasi) pemerintah ataupun penunjukan dari pemerintah.>’

Subagio, menjelaskan, Administrasi dalam arti sempit mengandung arti
sebagai segala kegiatan pencatatan baik yang berupa tata usaha maupun
pembukuan, sedang dalam arti luas berarti pengurusan dan pertanggungjawaban
pemerintah pusat maupun daerah.’®

Suatu pengertian yang dikemukakan oleh Van Der Kamp juga
memberikan pengertian yang luas bahwa keuangan (geldmiddelen) meliputi
semua pihak yang dapat di nilai dengan uang, demikian pula dengan sesuatu (baik
berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan
dengan hak-hak tersebut.*®

Pengurusan keuangan tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan
akibat dari penyelenggaraan tugas negara disegala bidang. Jadi supaya tugas
negara dapat mencapai sasaran, perlu disediakannya biaya yang cukup baik.
Disamping itu perlu ditambahkan, bahwa penyelenggaraan tugas dengan biaya
yang cukup baik tidak dalam segala hal dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan, para penyelenggaraan tugas itu harus

51
Ibid. 8

%8 Subagio, Hukum Keuangan Negara RI, Jakarta: CV Rajawali, 1991. 11

** Bonari, Hukum Anggaran Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995. 8-9
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memiliki pendidikan, kecakapan, akhlak — yang tinggi serta mempunyai rasa
tanggung jawab. %

Seperti telah disebutkan diatas bahwa keuangan negara merupakan akibat
dari pada pelaksanaan fungsi dan tugas negara yang menimbulkan hak dan
kewajiban negara yang dinilai (dapat dinilai) dengan uang. Penyelenggaraan tugas
negara ini pada hakikatnya adalah perhubungan antara negara dengan rakyat
hegara, yang umumnya dapat diatur dengan konstitusi atau undang-undang.
Hubungan hukum inilah yang menentukan type negara serta bentuk/sistem
pemerintahan negara, karenanya keuangan negara juga dapat dijadikan alat
pengukur menentukan tipe negara dan sistem pemerintahan.®’ Hal ini secara tegas
dikemukakan dalam penjelasan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan:

e Cara menentukan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran
sifat pemerintahan negara. Dalam negara berdasarkan fascisme, anggaran
itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah.

¢ Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara berdasarkan kedaulatan
rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran dan pendapatan belanja itu
ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat.

% Subagio, Hukum Keuangan Negara RI, Jakarta: CV Rajawali, 1991. 3
$! Bonari, Hukum Anggaran Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.11
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Dasar hukum keuangan negara terdapat dalam UUDRI 1945 Bab III hal
keuangan pasal 23, yaitu:

1) Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun
dengan undang-undang.

Apabila dewan perwakilan rakyat tidak menyetujui anggaran yang
diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun
yang lalu.

2) Segala pajak untuk keperiuan negara berdasarkan undang-undang.

3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan
suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan
undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

Adapun yang dimaksud dengan undang-undang yang terdapat pada pasal
23 UUDRI tersebut adalah UU tentang perbendaharaan Indonesia zaman Hindia
Belanda dulu yang termuat dalam ICW (Indische Comptabiliteits) Staatblad
NO0.448 tahun 1925 yang kemudian diubah dan diundangkan oleh pemerintah RI

dalam L.N. 1954 No.6, diubah lagi dengan undang-undang No.9 tahun 1968.
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Disamping itu telah diterbitkan UU mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu
UU No.5 tahun 1973.%2

Istilah pendapatan dan belanja negara yang digunakan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 (pasal 23) lazim digunakan dengan istilah anggaran negara
yang merupakan terjemahan dari istilah Budget. Istilah Budget ini pertama kali
digunakan dalam hubungan dengan negara di majelis rendah Inggris dalam abad
XVIII, sebagai hasil dari The Glorius Revolution (1688) yang membawa
perubahan-perubahan besar dalam ketatanegaraan yakni hak budget yang bersifat
demokratis dalam arti Dewan Perwakilan Rakyat berhak menentukan anggaran
negara %

Anggaran Belanja Negara merupakan dasar untuk mengurus dan
membelanjai rumah tangga Negara. Dalam anggaran tercantum jumlah-jumlah
yang dapat dikuasai untuk pembiayaan sebagai pengeluaran daripada dinas-dinas
negara. Di samping itu, dalam anggaran terdapat pendapatan-pendapatan yang
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran. Dengan demikian maka
dalam anggaran terdapat perincian-perincian yakni, pengeluaran dan
pendapatan.**

Pelaksanaan kegiatan keuangan dalam bentuk APBN menganut sistem

pengurusan keuangan, yang terdiri dari; Pengurus Umum (Pengurus

52 Ibnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994,
253

% Bonari, Hukum Anggaran Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.13

% R. Soegijatno Tjakranegara, Hukum Tata Usaha Dan Birokrasi Negara, Jakarta: Rineka Cipta,
1998.100
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Administratif) dan Pengurusan Khusus (Pengurusan Bendaharawan). Pengurusan
umum tersebut mengandung unsur penguasaan, sedangkan pengurusan khusus
mengandung kewajiban.%

Anggaran Belanja Negara ditetapkan dengan Undang-undang. Hal
tersebut berarti bahwa penetapan anggaran belanja negara harus mendapat
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian maka anggaran belanja
negara adalah suatu mandat (machtiging) dari badan legislatif kepada badan
eksekutif

B. Keuangan Daerah.

a. Pengertian Keuangan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, atas
beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang penyelenggaraan
keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta

pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan

% Tonu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
254

%R Soegijatno Tjakranegara, Hukum Tata Usaha Dan Birokrasi Negara, Jakarta: Rineka Cipta,
1998. 99
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bagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan
antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.®’

HAW. Widjaja Widjaja, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut
dalam kerangka APBD.%®

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-
supporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan
merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam
melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah
tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang.®

Dari pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan
rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya
yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi Daerah untuk dapat

menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang ada padanya

7 Siswanto Sunamo, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. 77

HAW. Widjaja Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009. 147,

% Josep Riwu Kahu, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2007. 138
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dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan
mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.”
b. Dasar Hukum Keuangan Daerah

Yang menjadi dasar hukum keuangan daerah menurut Ahmad Yani,
adalah sebagai berikut:”’

1) UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah.

2) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

3) Peraturan Menteri Keuangan No.45/PMK.02/2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah.

4) Peraturan Menteri Keuangan No.72/PMk.02/2006 tentang Batas Maksimal
Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Batas
Maksimal Defisit APBD Masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2007.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

0 5.
Ibid. 139
" Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 345
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¢. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
sangat bergantung pada kemampuan pendanaannya. Diberbagai negara, sumber
keuangan negara ini selalu menjadi polemik karena ada perbedaan distribusi
sumber pendapatan antara pemerintah daerah dengan pusat. Daerah selalu merasa
bahwa sumber dana yang dimilikinya kurang memadai dan pemerintah pusat
dituduh enggan berbagi pendapatan dengan daerah. Jika hal ini terjadi, maka ada
kondisi yang tidak kondusif bagi revitalisasi pemerintahan daerah. Untuk itu,
perlu dipahami terlebih dahulu berbagai jenis sumber pendapatan daerah. Humes
IV (1991:236-7) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan
daerah itu ada tiga, yakni: locally raised revenue (atau pendapatan asli daerah),
transferred or assigned income (dana transfer dari pemerintah atasan), loans
(pinjaman).”

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan
demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat

dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.”

™ Khairul Muluk, Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Surabaya: ITS Press,
2009. 142

” HAW. Widjaja Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009. 67
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APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu
tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31
Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD (RAPBD)
menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Berdasarkan
prioritas dan plafon anggaran tersebut kepala satuan kerja perangkat daerah
menyusun (RKASK) perangkat daerah dengan pendekatan prestasi kerja yang
akan di capai. RKASK perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola
keuangan daerah sebagai bahan penyusun rancangan Perda tentang APBD tahun
berikutnya.”*

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah. Dalam menyusun terdapat beberapa azas umum yang
harus dijadikan pedoman, yaitu sebagai berikut,”®

a) APBD harus disesuaikan dengan  kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapat daerah.
b) Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat

untuk tercapainya tujuan bernegara.

™ Siswanto Sunamo, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 87
™ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 369-371
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APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang,
barang atau jasa dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilaj perolehan
atau nilai wajar.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.

Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah
yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi
dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup.

Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan

dasar hukum yang melandasi nya.
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k) Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember.

C. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dengan demikian, maka hubungan antara keuangan negara
dan keuangan daerah itu erat sekali. Hubungan tersebut bukan saja bersifat
hubungan keuangan antara tingkatan pemerintahan, tetapi mencakup pula faktor-
faktor strategi pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Hubungan
keuangan antara pusat dan daerah dapat ditinjau dari beberapa segi: (1) segi
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (2) segi pelaksanaan kebijaksanaan
pembangunan. (3) segi pengawasan.”®

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan
pelayanan masyarakat.”’

Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada
keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah

pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk

" Tbnu Syamsi, Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
256

7 HAW. Widjaja Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009. 145
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah
dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas
menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan
pada umumnya dan proses pengolahan keuangan daerah pada khususnya.
Hubungan keuangan pusat dan daerah dilakukan sejalan dengan prinsip
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
sebagaimana yang telah digariskan dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004.
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional,
demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan
desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan
daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan tugas

pembantuan.’®

D. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tentang APBD.
Pada dasarnya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD
merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban

kepala daerah kepada DPRD meliputi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran

"™ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 36-40



62

akhir masa jabatan dan hal tertentu. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban akhir
masa jabatan merupakan pertanggungjawaban selama masa jabatan kepala daerah,
sedangkan pertanggungjawaban hal tertentu merupakan pertanggungjawaban atas
dugaan tindak pidana.79

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi
atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam
tanggung jawabnya. Penyelenggara akuntansi merupakan pencatatan atau
penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan
laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang
dikelola nya. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran,
neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala
daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setengah tahun anggaran
berakhir.*’

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
pada pasal 44 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD sedang pasal 45
ayat (1) bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada

DPRD pada setiap tahun anggaran. DPRD antara lain mempunyai tugas

" HAW. Widjaja Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009. 188

% Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008. 407-408



63

melaksanakan pengawasan APBD (pasal 18). Oleh karena itu, DPRD mempunyai
hak untuk meminta pertanggungjawaban bupati dan walikota (pasal 19).%

Menurut HAW. Widjaja Widjaja pertanggungjawaban keuangan daerah
yaitu, (a) pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD
kepada DPRD. Laporan triwulan disampaikan paling lama satu bulan setelah
berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Laporan tersebut memuat tentang
kemajuan pelaksanaan APBD per triwulan. (b) kepala daerah menyusun
pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas, laporan perhitungan
APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran khas, dan neraca daerah. (c) setiap
pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban
keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban ditetapkan
dengan keputusan Kepala Daerah *

Dalam pertanggungjawaban kepala daerah mengenai APBD yang terdapat
dalam UU NO.32 tahun 2004, cara penyusunan APBD juga diatur dalam
peraturan menteri dalam negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang pedoman
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010
yaitu:83

a. Pasall

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

8! HAW. Widjaja Widjaja, Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2009. 231

% Ibid. 162-163

% pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), Bandung:
Fokusmedia, 2009.43
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(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang
harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam
penyusunan dan penetapan APBD.

(3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota.

(4) Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali kota.

. Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010, meliputi:
a) Tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2010.
b) Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD.
¢) Teknis penyusunan APBD.
d) Hal-hal khusus.
(2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran

Peraturan Menteri ini.
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c. Pasal3

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman

penyusunan APBD tahun sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
d. Pasal 4

Peraturan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan pelaksanaan APBD disampaikan kepada BPK
selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan
laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah
menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Apabila sampai batas waktu
dua bulan sebagaimana tersebut diatas BPK belum menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.%*

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan

keuangan pemerintah daerah.

¥ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, 409



BAB IV
ANALISIS APBD DALAM PASAL 184 AYAT (1) UU NO. 32

TAHUN 2004 DENGAN FIQH SIYASAH.

A. Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tentang APBD Dalam Pasal 184 Ayat (1)
UU No. 32 Tahun 2004.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
mengatur pertanggungjawaban kepala daerah mengenai APBD yaitu Dalam Pasal
184 yang berbunyi:

Ayat (1): “Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir”.

Ayat (2): “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan badan usaha milik daerah”.

Ayat (3): “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. &

Jika kita mengacu pada ayat (1), terlihat jelas bahwa kepala daerah

mempunyai tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan rancangan PERDA
kepada DPRD sebelum tahun anggaran berakhir, hal tersebut berguna untuk
mengetahui kinerja kepala daerah dalam masa jabatannya, juga sebagai

pertanggungjawaban kepada rakyat dan pemerintah pusat dalam mengelola

8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Dan 33 Tahun 2004 Tentang Otoda, Bandung:
Citra Umbara, 110
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APBD. Memang dalam pengelolaan APBD mendapat pengawasan dari DPRD,
pengawasan tersebut adalah bukan pemeriksa tetapi pengawasan yang lebih
mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
APBD.

Pemerintahan daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk Enam bulan berikutnya. Prognosis adalah prakiraan dan
penjelasannya yang akan direalisasi dalam enam bulan berikutnya berdasarkan
realisasi. Laporan realisasi semester pertama disampaikan kepada DPRD
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan,
untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Derah.®

Pemerintah melakukan Pembinaan dan pengawasan keuangan daerah
kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
Pembinaan pengelolaan keuangan daerah meliputi, pemberian pedoman,
bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan
pengembangan. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan
APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan
evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam ayat (1) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan

% Ahmad Yani, Hubunzan Keuamzan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesxa
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, 398
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keuangan tersebut harus selesai sebelum 6 (enam) bulan, sebelum tahun anggaran
berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1)
merupakan bentuk laporan yang berupa, laporan realisasi APBD, neraca, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan
keuangan badan usaha milik daerah”. Semuanya itu merupakan tanggung jawab
pemerintah daerah untuk segera menyelesaikannya sebelum tahun anggaran
berakhir dan telah ditentukan kurun waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-
undang. Adapun bentuk atau penyusunan laporan keuangan menurut ayat (3)
harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Laporan keuangan tersebut diatas dilampiri dengan laporan ikhtisar
realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan
daerah. Ikhtisar realisasi kinerja disusun dari ringkasan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah
tersebut diatas disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD*’ dan disampaikan
kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

¥ Satuan Kerja Perangkat (SKPD) Daerah merupakan pejabat pengguna anggaran atau barang
daerah. Rejabat penatausahaan keuangan SKRD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara atau daerah, bendahara, dan atau PPTK.
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Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah
Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga
perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem
pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pertanggungjawaban Gubernur Mengenai
Keuangan Negara.

Dalam Islam prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolong nya dari kesusahan hidup
serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat
merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam
(Welfare State). Ini diawali dengan cukupnya materi pada satu sisi dan
meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain. Disini letak unik nya
kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan material duniawi
namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniah. Kedua-duanya sama-sama

dipentingkan dan diperhatikan dalam Islam. Dalam kerangka ini pula penetapan
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pengeluaran dan belanja negara Islam berjalan sepanjang sejarah dan mesti
dikembangkan pada masa sekarang dan akan datang.

Sebenarnya Dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan konsep keuangan negara
secara eksplisit. Namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana
organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Qur’an. Konsep dasar kerja sama
muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang
cukup banyak dalam Al-Qur’an. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah
Qoum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan
yang lainnya. Juga terdapat istilah balad (negeri) untuk menunjukkan adanya
struktur sosial masyarakat dan juga muluk (pemerintahan) untuk menunjukkan
pentingnya sebuah pengaturan hubungan antar anggota masyarakat. Khalifah
(kepemimpinan), juga menjadi perhatian dalam Al-Qur’an. Konsep sistem

organisasi tersebut, juga dijumpai dalam organisasi modern.

Bidang perekonomian, yang merupakan salah satu tulang punggung
tegaknya tatanan masyarakat yang dinamis mendapat perhatian khusus dalam
konsep Islam, dimana Islam sangat memperhatikan dari/ bagaimana harta (hasil
kegiatan ekonomi) itu diperoleh dan untuk apa harta itu digunakan. Oleh karena
itu, Islam melarang mendapatkan harta dengan cara pencurian, perbuatan curang,
judi, penjualan barang haram, dan tak kalah gencarnya yang diperangi oleh Islam
adalah masalah riba. Hal ini sebagaimana pula pelarangan Islam terhadap

penggunaan harta seperti untuk foya-foya, maksiat, membeli barang yang haram,
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membangun fasilitas-fasilitas maksiat dan sebagainya.

Islam dalam menentukan suatu larangan terhadap aktivitas duniawiyah
tentunya mempunyai hikmah tersendiri didalamnya, dimana hikmah itu akan
memberikan kemaslahatan, ketenangan dan keselamatan hidup di dunia maupun
di akhirat. Namun demikian Islam tidak melarang begitu saja kecuali disisi lain
ada alternatif konsepsional maupun operasional yang diberikannya. Misalnya saja
larangan terhadap riba. Alternatif yang diberikan Islam dalam rangka
menghapuskan riba dalam praktek muamalah yang dilakukan manusia melalui
dua jalan. Jalan pertama berbentuk shadaqah ataupun Al Qardhul Hasan
(pinjaman tanpa adanya kesepakatan kelebihan berupa apapun pada saat
pelunasan) yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan aktivitas riba
untuk keperluan biaya hidup (konsumtif) ataupun usaha dalam skala mikro.
Sedangkan jalan yang kedua adalah melalui sistem perbankan Islam yang
didalamnya menyangkut penghimpunan dana melalui tabungan mudharabah,
deposito musyarakah dan giro wadiah yang kemudian disalurkan melalui
pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (seperti mudharabah dan musyarakah),
prinsip jual beli (Bai’ Bitsaman Ajil, murabahah dan lain sebagainya) serta
prinsip sewa/fee (Ijaral/ Bai’ Ta’jri dan lain-lain) Qardhawi (1989). Dari kedua
Jalan diatas secara sistematik diatur dan dikelola melalui kelembagaan yang
dalam istilah Islam disebut Baitul Mal Wattamwil yang disingkat BMT.

Secara etimologis, istilah baitul mal berarti rumah uang, sedangkan baitut

tamwil mengandung pengertian rumah pembiayaan. Istilah baitul mal telah ada
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dan tumbuh sejak zaman Rasulullah Saw, meskipun saat itu belum terbentuk
suatu lembaga yang permanen dan terpisah. Kelembagaan baitul mal secara
mandiri sebagai lembaga ekonomi berdiri pada masa Khalifah Umar bin Khattab
atas usulan seorang ahli figh bernama Walid bin Hisyam (Tim P3UK, 1994).

Konsep ini sedianya ingin mengacu pada definisi "baitul mal" pada masa
kejayaan Islam, terutama pada masa khalifah empat pasca-kepemimpinan Nabi
Muhammad SAW atau masa Khulafaur Rasyidin (632-661 M). Dalam bahasa
Arab "bait" berarti rumah, dan "mal" yang berarti harta: rumah untuk
mengumpulkan atau menyimpan harta. Waktu itu dikenal istilah "diwan" yakni
tempat atau kantor yang digunakan oleh para penulis katakanlah sekretaris baitul
mal untuk bekerja dan menyimpan arsip-arsip keuangan.

Pengelolaan bait al-mal pada masa Nabi yaitu pada saat itu harta yang
diperoleh yang bersumber dari manapun dikumpulkan di masjid, setelah itu nabi
meminta petunjuk dari Allah, dan akhirnya harta tersebut dibagi-bagikan kepada
para sahabat. dan pada masa khalifah umar bait al-mal ditata dengan baik dan
dikembangkan dalam sebuah diwan (kementrian) khusus, pada masa umar
pembagiannya diatur dengan baik, sebagian harta diberikan kepada umat islam
dan sebagian lagi dijadikan dana abadi yang digunakan untuk pembangunan
negara. Jadi baitul al-mal disini berfungsi sebagai gudang pengumpulan

pendapatan dan pengeluaran pembelanjaan negara.

Sedangkan baitut tamwil dalam istilah modern adalah Bank Islam,
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memiliki akar yang kuat dari pemikiran para pemimpin gerakan Islam sejak tahun
1940-an yang mengibarkan bendera dakwah sampai tumbuhnya revivalisme Islam
(kebangkitan Islam), sejak himbauan Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Igbal,
Ibnu Badis, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Hasan Al Banna, Al Maududi,
Sayid Qutub dan lain-lain dalam waktu panjang menyerukan untuk pembebasan
ekonomi dengan melaksanakan kembali syariah Islam di bidang keuangan dan
mu’amalah (interaksi sosial) sebagai prasarana urat tunggang pemikiran bank-
bank dan institusi keuangan Islam (Al Anshori dkk, 1993; Al Banna, 1998)

Kesimpulan dalam politik hukum Islam mengenai keuangan bahwa Islam
menempatkan sumber-sumber keuangan berdasarkan atas azas keadilan, kasih
sayang dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan para pemilik
harta. Selain itu mengenai harta-harta yang wajib dikeluarkan sebagiannya untuk
negara atau zakat, orang-orang yang berkewajiban membayar zakat, dan seberapa
banyak harta yang wajib dikeluarkan serta waktu pengeluarannya. Maka Islam
telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang
keadilan dan ekonomi

Dengan semakin banyaknya orang-orang yang memiliki perhatian kepada
lembaga ini, maka hal tersebut menuntut dipersiapkan nya piranti-piranti yang
diperlukan dalam menunjang pelaksanaan dan kegiatan dari lembaga keuangan
syariah tersebut, sehingga mereka dapat berjalan secara kaffah dalam rel-rel yang

telah ditentukan oleh syariah.
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Saat ini, dengan era kebangkitan Islam, gagasan konsep Baitul Mal dalam
konteks ekonomi muncul kembali, namun terkadang dipahami secara sempit.
Gagasan tersebut idealnya perlu disusun dengan merujuk kembali kepada
ketentuan-ketentuan syariah, baik dalam hal sumber-sumber pendapatan maupun

dalam hal pengelolaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan secara ringkas dan sederhana serta pula menganalisa

pertanggungjawaban gubernur mengenai keuangan daerah (APBD), maka pada

akhir pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan berupa catatan dari sebuah

pembahasan penting dalam skripsi ini:

1.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur
pertanggungjawaban APBD, yaitu pada pasal 184, yang mana kepala daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (Enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir, adapun bentuk dari laporan keuangan tersebut
berupa, Laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus khas dan catatan atas
laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha
milik daerah, bentuk dari laporan keuangan tersebut harus disusun dan
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.

Dalam Islam prinsip utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolong nya dari kesusahan
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hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Sedangkan lembaga keuangan
dalam Islam dikenal dengan istilah baitul mal, yaitu lembaga yang
mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa

pendapatan maupun pengeluaran negara.

B. Saran

Setelah mengetahui hasil penelitian yang telah penulis lakukan akan

menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa penulis sampaikan kepada para

pembaca dan masyarakat, diantaranya:

1.

Untuk masalah pertanggungjawaban APBD seharusnya mendapat perhatian
dan pengawasan ekstra ketat dari pemerintah daerah maupun pusat agar tidak
terjadi penyimpangan atau penyelewengan dana APBD.

Kalau saja kepala daerah mau menerapkan prinsip keuangan dalam Islam
yaitu untuk kepentingan umum, mungkin tidak akan pernah ada yang
namanya penyelewengan dana, korupsi dan lain sebagainya.

Bagaimana pun juga hasil penelitian ini belum tentu sempurna, untuk itu
penulis tetap mengharapkan saran dan kritikk dari para pembaca untuk
tercapainya kesempurnaan dalam hasil penelitian ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan syukur

Alhamdulillah kepada Allah SWT. Dan penulis berharap semoga skripsi ini



71

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca serta masyarakat pada
umumnya.
Akhirnya penulis berdo’a semoga kita semua selalu mendapatkan hidayah

dari Allah SWT. Serta tidak lepas dari lindungan-Nya Amin ya Robbal Alamin.
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